
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pernbentukan Daerah Tingkat 
II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembarnn Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821 ) ; 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang l\euangan Negara 
(Lernbaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7 Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nornor . 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 l\lomor C. Ir..nbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagairnana telah 
dlubab- terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 (cembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 

bahwa sesuai Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dcilarn Negeri Nomor 32 .. 
Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaton Ogan Komering Ulu. 

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial ysng bersumber dari 
APBD, Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pernberian hibah atau 
bantuan sosial dimaksud disesuaikan dengan kernarnpuan keuangan daerah: 
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: a. bahwa dalam rangka pembinaan, pernberdayaan dan perlindungan 
masyarakat serta menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di 
Kabupaten Ogan Komering Ulu, pemerintah kabupaten memberikan hibah dan 
oantuan sosial; 

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL 
KABIJPATEN OGAN KOMERING ULU 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 
NOMOR Lj.5. TAHUN 2011 

BUPATI OGAN l{OMERING ULlJ 

Menlmbang 



Oalal1"1 Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
v :1.. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Pernerintah Kabupaten adalah Pernerintah l\abupaten Ogan Kornerlng Ulu. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Kornering Ulu. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTAr\JG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH 
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL l\ABUPATEN OGAN KOMEJ~ING ULU. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

12.Pera~uran Menteri Dala111 Ne geri :\2rr,Jr ~3 I?..:-._- 2:,-:..~ ·.::-.·.:::-.5 ?::::.T:;:1 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai maria telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 20l1 tentang Perubahan 

- ~\edua Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berlta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 32 Tahun 2011 ten tang Ped om an 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah (Berita Negara Rcpublik lndone sia Tahun 
2011Nomor450); 

14. Pera tu ran Daerah l\abupaten Ogan Komering Ulu Norn or 9 Tahun 2008 
tentang Pokol<-pokok Pengelolaan Keuangan D8erah (Lernbaran Daerah 
Tal1u11 2008 Nomor 9); 

15.PeratLrran Daerah Kabupaten Ogan Komering lllu Norror 8 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Barang Daeruh (Lernbaran Daerah f\nbupaten Ogan 
Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 8). 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lernbar.m Negara Republil< lndones!a Tahun 2008 
Nornor 42. Tambahan Lernbar an Negara Re oublik Indonesia Nornor 4828): 

I , 
i . 
I ' 

Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
(lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 66, Tambahan 
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4'723); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tontang Kesejahteraan Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 12, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbeutukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Ni)n1or 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\!omor 5234) ;, 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan 
Daerah (Lernbarrn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nemer 4578); 

10. Peraturan Pemerintall Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbaglan Urusan 
Pernerintahan antara Pernerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
l\abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); . 
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16. Ban tua n sosia ! ada la h pem berlan bantua n beru pa u a ng;' b a rang d a ri perne r1 nta h Ka bu pn tc n 
hepada individu, keluarga, kelompok dan/atau mas:rarakat yang sifatnya tidak secara terus ) 
menerus dan selel\tif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungl<inan terjadinya resiko 
sosial. 

17. Resil\o sosial adalah kejadian atau peristiwa ycing dapat m~nimbulkan potensi terjadinya 
kerentanan sosial yang clitanggung oleh individu, l<eluarga, kelompol\ drn1/8tnu masyaral\at 
sebagai dampal< 'krisis sosial, l\risis ekonorni, krisis politik, fenomena a lam dun bencana 
a lam yang jil\a tidal\ eiberil<an belanja bantuan sosial al\an semcikiri terpuruk clan tidak dcipat 
hidup clalarn ~<Onclisi wajar. ,, 

18. Ntisl<al'i Perjanjian Hibal1 Daerah selanjutnya disingl<at NPHD aclalah ;rnskah perjanjian l1ibah 
yang bersumber clari Anggaran Penclapatan dan Belanja Daeral1 antara pemerintah 
~\abupaten dengan penerima hibah. 

19. Organis21si l<en1a~yaralrntan adalal1 organisasi yang dibentul< o/el1 anggota m2syaraf<at warga 
negara Republik Jndonesia secara sukarela atas dasar ~<esamaan kegiatan, profcsi, fungsi, 
agama, dan l<epercayaCln terlladap Tullan Yang Maha Esa, untul\ be:rperan serta dalam 
pernbangunan ~dalarn rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Nega~a Kesatuan 
Republlk Indonesia y:111g berdasarkan Pancasila terma~uk organiscisi non pemerintahan yang 
bersifat nasional dibentuk berdasarkan pernturan perundang-undangan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

5 Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalarn rangka penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dlslngkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan . pernerintahan daerah yang dibahas dan disetujui hersarna oleh 
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsingkat PPKD adalah kepala satuan 
kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKr,,KD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah l\abupnten yang melaksanakan penge lolaan APBD. 

9. Satuan f\erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah 
pada pemerlntah Kabupaten selaku pengguna anggaran/barang. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin 
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta rnelaksanakan kebllakan 
Bupati · dalarn rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 
daerah, PPKD 'dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

\ 
Rencana Kerja dan Anggaran PPl-<D yang selanjutnya disingkat flKA-PPf\D adalah rencana 
ker]a dan anggaran baglan keuangan selaku Bendahara Urnurn Daerah. 
Rencana Kerja dan Anggaran SI \PD yang selanjutnya dlsingkat m\A-Sl\PD adalah dokumen 
perencanaan dun penganggaran yang berisi program, kegiatan dun anggaran SKPD. 

Dokurnen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya dlsingkat DP;-'\-PPl\D merupakan 
dokurnen pelaksanaan anggaran bagian keuangan selaku Bendahar a Urnurn Dn er ah . 
Ookurnen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKRD rnerupakan 
dokumen yang mernuat pendapatan dan belanja set.ap SKPD yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh perigguna ariggaran. 

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pe rner int ah Kabu1rnten kepu da 
pernerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan d aer ah, rnasyarakat dan organtsasl 
kernasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersitat tidak wajib 
dan tidak mengikat. serta tidak secara terus rneuerus yang bertujuan untuk menunjang 
ce !'\ e 1.e"" g_g3 ~·;: 2 ri. 1J ~'..,; s.a n ~>e:i1 er'nta h Ka b1J o-3 te n 
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(1) Hibah kepada Pernerlntah sebagaimana dimaksud dalarn Pas al 5 huruf a diberikan kepada 
satuan kerja da.ri kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanva 
berada dalarn kabupaten. .. 

(2) Hiball kepada pemerlntah daerah lalnnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
dlberlkan kepada daerah otonom baru hasll pemekaran f\atJupciten sebagaimana 
diarnanatkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

:11. 
' 

Pas al 5 

(1) Pernerintah Kabupaten dapat rnernberikan hi bah sesuai kernampuan keuangan daerah. 

(2) Pemb·erian hibah sebagaimana dirnal<.~d pada ayat (1) dilakukan set elah memprioritas an 
pem~nu ian Be anja urusan waJ1b. v' 

(3) Pemberian hibah sebagaJr.nal'-la aimal<.sud pada ayat (1) ditujukan untuk menunja g 
~~~~-·-..._,,,,~"'"'·an p ogram ciaR k-egiataf'.I pe e inta abupate dengan memperhatiKan 

asas ke adilan, kepatutan, rastonalltas. dan manfaat untuk masyaral<at. ' 

(4) Pemberian hiball sebagatmana dirnaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. paruntukannya secara spesiflktelah ditetapkan: J 
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus rnenerus setiap t ahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain oleh pcraturan perundang-undangan: dan 
c. mernenuh] persyaratan penerima hibah. 

I . ' ; 
. i 

: i 

BAB Ill 
HIBAH 

Bagian Kesatu 
Urn um 
Pasal4 

(1) Hibah sebagalrnana dlrnaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa. 

(2) Bantuan s.osial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang. 

Pasal 3 

, Ruang llngkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan 
sosial yang bersurnber dari APBD. 

Pasal 2 

BAB 11 
RUANG LINGl<UP 
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Hibah berupa uang dicantumkan dalarn RKA-PPKO~ ---- ··)\: 
Risa berupa barang atau jas.-: aicantumk&A Ela lam -~ . 
RKA-PPKD dan HKA-SKPD sebagalrnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar 
penganggaran hibah dalarn APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

Rekon1endasi kepala SKPD dan pertirnbangan TAPD sebagalmana dlrnaksud dalarn Pasal 8 
ayat (3) dan ayat (4) rnenjadi dasar pencantuman alokasi ariggaran hibah dalarn rancangan 
KUA dan PPAS. 

(2) Pentantuman atokasi anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), rneliputi anggaran 
hibah beruca uang, barang, dan/atau jasa. 

Pasal9 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainr a, perusa 1 an daer ah, masyarakat dan organisasi 
kernasyarakatan dapat menyarnpaika usulan hibah ecara tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk evaluasi usulan sebagalrnana dimaksud 
pacla ayc:it (1). 
Kepala SKPD t~'rl~ait sebagalrnana dimaksud pada ayat (2) rnenyarnpaikan 11asil evaluasi 
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

TAPD memberikan pertlmbangan atas rekomendasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) 
sesuai dengan prioritas dan kernampuan keuangan Kabupaten. 

I: :r. 
'!: 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 8 

I , 

(1) Hibah kepada rnasyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan 
persyaratan paling sediklt: 

a memlllki kepengurusan yang jelas: dan 

. I erkedudukan dalam wilayal1 administrasi pemerintah Kabupaten. 

(2) Hibah kepada organisasl kernasyarakatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (5) 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

a. telah terclaftar pada ,pernerintah Kabupaten sekurang-kurangnyn 3 tahun, kecuali 

G ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 

berke d ud u kan da lam wilayah ad rn inistrasi pernerlnta h KD bu paten; 

rnerniliki sekretarlat tetap; clan 
d. rnerniliki NPWP dan Nornor Rekening Bankatas nama Organisasi untuk hibah berupa uang. 

' 

I 
i 
I 
! 
I 

i 
! 

Pasal 7 

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagalmana dimaksud clalam Pasal 5 huruf e 
diberikan kepada . organisas! kernasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan 
peru nd an g-u ndangan. 

I 
I 
I· 
f 

! 
r 
I 

('1) 
t;'- 

~ I (3) 

(3) 

(4) 

I 
! I I 
I 
I ( 1 ) 

: I 

o (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimsrra dirnaksud dalarn Pasal 5 huruf c diberikan 
kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten ctalarn rarigka penerusan hibah yang diterima 
pemerintah Kabupateri dari Pernerlntah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 



-~--~- 

(1 8upati.rnenetapkan daftar penerima hibah bcserta besaran uang atau jenis barang 0L::•1 jasa 
yang akan dlhibahkan dengan l\eputusan Bupaf b~rdasarkan Peraturan Da e r ah tentang APBD 
dan Peraturan Bupatl tentang penjabaran APBD. 

(2) Daftar penerlrna r.lbah sebagalrnana dirnaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penyaluran/penyeralian hibah. 

(3) Penyaluran/penyerahart hibah dari pernerlntah daerah kepada perierirna hibah dilal\ukan 
setelah penandatanganan NPHD. 

(4) Pencairan 11ibal1 dalarn bentuk uang dilakukan dengan mekanisrne pembayaran langsung (LS). 

~--· .... PasaC) 
en a aan barang aan jasa aal ran ka hlb ah sebagaimana dlrnaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) 

tb;e~rp~e~d~o~n~1~a~n~p~a~d~a~p~e~r~a~tu~r~a~n~p~e~r~u~n~ra~n~g~-u~n~d~a~n~g~a~11- ......... 

Pasal 14 
I l : 
! 

jl 

I : ' 

,I 

(1) Setiap pembcrian hibah dltuangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersarria oleh kepala 
daerah dan pcnerima hibah. 

(2) NPHD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit rnernuat ketcntuan rnengenai: 

a. pemberi dan penerima hibah: 

b. tujua 11 pern beria n 11 iba h; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan dlterirna: 

cl. hak dan kewajiban: 
e. tata cara penyaluran/penyerahar. hibah; dan 

t. tata cara pclaporan hibah. 
(3) Bupati dapat rnenunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk meuandatangani NPHD. 
(4) Penunjukan pejabat sebagairnana dirnaksud ayat (3) ditetapkan der.gnn Ke putus an Bupati. 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan anggaran hlbah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. ---~ 
anggaran flibah bern13a berrang ata jas tlercJasarRan alas D~A-&KFl . . 

Bagian Ketiga 
Pelaksa naa n da n Pena ta usahaa n 

Pasal 12 

-t- \\A 

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalarn kelornpok bclan]a tidak langsung, jenis belanja hibah, 
obyek, dan rlnclan obyek belanja berkenaan pada PPKD. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalarn kclompok belanja langsung yang 
diformulasikan kedalarn program dan keglatan, yang diuraikan kedalarn jenis belanja barang 
dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/rnasyarakat, 
dan incian obyek belanja hlbah barang atau jasa kepada pihak ketiga/rnasyarakat erken an 
p-acla Kf>D. 

(3) Rincian obyek b elanja sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicanturnkan narna 
penerima dan hesaran llibah. 

Pasal 11 t)i IJ ~ 
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I 

(I) Realisasi hlbah dicantumkon pada laporan keuangan pernerintah Kabupaten dalarn tahun 
anggaran berkenaan, 

(2) Hlbah berupa barang yang belurn diserahkan kepada pencrirna hi bah sampai dengan akhir 
tahun nnggarnn berkenaan dilaporkan sebagal persecliaan dalarn neraca. 

Pasat 20 

(1) Penerirna hibah bertanggungjawab secaru formal dan rnatoral at as penggurrnan hibah yang 
diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hihah rneliputi: 

a. la pora n penggunaa 11 11iba1·1; ,, 

I). surat pernyataan tanggurig jawab yang. rnenyatakan bahwa t1iL1al1 yang ditcrima tolah 
digunakan sesuai NPHD; dan 

c. bukti-oukti pengeluaran yangIengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undnngan bagi 
perierirna hlbah bcrupa uang atau salinan bukti serah terirna tJarnn.fjj21sa !Jagi pencrima 
hibeh berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dun huruf b disampaikan 
kepada Bupati paling larnbat tanggal 10 bulc.111 Januari tahun "nggaian berihutn:@, kecuali 
ditentukan lain sesual peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggunglawaban sebagalrnana dimaksud pada ayat (2) huruf c disirnpan dan 
dlpergunakan oleh penerlrna hlbah selaku obyek pemerlksaan. 

Pcis3119 

akta integritas' dari peuerirna hibah yang menyatakan bahwa hib ah yang clitcrima akan 
ligunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uarig atas pernberian hibah uorupa uarig atau bukti serah terirna bcirang/jcisa 
cit as pern bc ria n h ib a Ii b erupa barang/jasa. 

'· 11, 

Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten atas pembcrian hibah meliputi: 

a. -rsulan dari calon penerlrna hibah kepada Bupati; 

b. f{eputusan Bupati t antang penetapan daftar perierima hibah: • 
c. NPHD; 

Pasal 18 

(1) Hibah berupa uang Clicatat sebagai realisasi jenis belanja h].bal1 pada PPf\D dalarn tahun 
anggaran berkenaan. 

"I (2) Hibah berupa barang atau [asa dicata sebagai realisasi obyel{ belanja hibah pada jenis belanja 
barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada i'KP:9=tef 

Pasal17 "" 
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(3) Krtteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf b 
mellputl: 

A. rnemiliki luentitas yang jd;;is: '~r'i: 

t>. berdomlsif dalam wilayah adrninlstratif pernerintah Kabupaten. 

i : I, 
I' 

b. mernenuhl persyaratan penerima bantuan; 

c. bersltat sernentara dan tidak terus menerus, kecuali dalam ke adaan tertentu dapat 
berkelanjutan; 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial 
hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk rnelindungi dari kemungkinan 

I resiko sosial. I 

1; 
I 

i I · (1) Pernberlan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal /.2 ayat (1) rnernenuhi kriteria 
!':I palingsedikit: 
i ' 
' ' ; · a. selektif; 

Pasal 24 

resiko sosial. 

b. lembaga nun pemerlntahan bldang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan 
untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kernungklnan terjadinya 

individu, keluarga, dan/atau rnasyarakat yang mengalami ke adaan yang tidak stabil sebagai 
akibat dari krisis soslal, ekonornl, politik, bencana, atau fenomena alarn agar dapat 
mernenuhi kebutuhan hidup minimum; 

a. 
Anggota/kelompok rnasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi: 

(. 

Pasal 23 

(1) Pemerintah ~<a bu paten dapat rnemberlkan bantuan sosial kep ada anggota/kelompok 
rnasyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

Pasal 22 

BABIV 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

(1) Realisasi hi bah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi 
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan 
keuangan dalarn penyusunan laporan keuangan pernerlntah Kabupaten. 

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang da 1/atau jasa sebagaimana 
dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 21 fl\~~ 
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Bantuan sosial dapat cerupa uang atau oarang yang dlterirna langsung oleh penerima bantuan 
soslal. · 

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan 
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola 
yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar. cacat berat dari tunjangan 
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. 

(3) Bantuan soslal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (:l) adalah barang yang 
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operaslonal untuk 
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan 
mlskin, bantuan makanan/pakaian kepade vatim piatu/tuna sosial, ternak bagt kelornpok 
masyarakat kurang mampu. 

Pasal 26 

. ! 

I ; 

(1) Rehabilitasi sosial sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk 
memulihkan dan rnengembangkan kernarnpuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial 
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalar-i Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk 
mencegah dan menanganl resiko darl guncangan dan kerentanan sosial sese orang, keluarga, 
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 
dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan soslal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk 
menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami mas alah scsial 
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skerna 
yang melernbaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan cf asar 
hidupnya yang layak. 

Penanggulangan kemiskinan sebagalrnana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (6) huruf e 
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 
kelornpok rnasyarzkat yang tlda'c mempunyai atau mempunyai surnber mata pencaharian 
dan tidak dapat rnernenuhi kebutuhan yang lsyak L1agi kemanusiaan. 

Penanggulangan benc:ana sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 2.<1 ayat (6) huruf f rnerupakan 
serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 

Pasal 25 

(4) Kriteria bersifat sernentara dan tidak terus menerus sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dlartikan bahwa pernberian bantuan sosial tidak wajib dan tldak h arus dlberikan setiap 
tahun anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagairnana di: naksud pad a ayat (1) huruf c Gic: +ikan 
bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun angga.an sarnpai penerima bantuan telah 
Iepas dari resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai tt.J.juan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (:1.) huruf d bahwa tujuan 
pemberian bantuan soslal rneliputl: 

a. rehabilitasi sosial: 

b. pertlndungan soslal: 
c. pernberdayaan sosial: 

d. jarnin an sosial: 

e. penanggulangan kerniskinan: dan 

f. penanggulangan bencana. 
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'(1) Pelaksanaan ariggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-?P~D- 

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-Sf\PD. 

Pasal 31 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan 
dalarn kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian 
obyek belunja berkenaan pada PPKD. 

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan 
dalam kelornpok belanja langsung yang diformulasikan kedalarn program dan keglatan, yang 
diuraikan kedalarn jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial bar ang 
berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketlga/masyarakat, dan ru.cian obyek belanja 
bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

(3) Dalarn rinclan obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan 
narna penerima dan bosaran bantuan sosial. 

Pasal 30 ~c.J~ 

(3) HKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya t (2) menjadi dasar 
penganggaran bantuan sosial dalam APBD se sual peraturan perundang-undangan. 

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalarn RKA-PPKD. 
i 
: 1' (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
I' 

Pasal 29 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagairnana dimaksud dalarn Pasa: 27 
ayat (3) dan ayat (4) men.jadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam 
rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagairnana dimaksucl pada ayat (1), meliputi anggaran 
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. 

Pasal 28 

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usu Ian secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) l\epala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnenyampaikan nasil evaluasi 
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberlkan pertimbangan atas rekornendasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
sesuai dengan prioritas dan kernarnpuan keuangan daerah. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 27 
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Pertanggungjawaban pernerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial rneliputi: 

a. usulan dari calon penerirna bantuan sosial kepada Bupati ; 

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial: 

c. pakta lntegritas dart penerima bantuan sosial yang rnenyatakan bahwa bantuan sosial yang 
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. bukti transter/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah 
terima barang atas pernberian bantuan sosial berupa barang. 

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jeriis bclanje bantuan sosia: pad a PF'KD 
dalarn tahun anggaran berkenaan. 

(2) Bantuan scslal b erupa barang dicatat sebagai reallsast obyek belanja bantuan sosial pada 
jenis belanja bararig dan jasa dalam program dan kegiatan pada Sl~PD terkait. 

f-~S A 
Pasal 36 O\vb,-S 

Pasal 35 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial 
xepada Bupati melalui PPKD dengan ternbusan kepada SKPD terkait. 

;2) Pcnerima bantuan sosial berupa barang me nyampaikan laporan pe nggunaan bantuan sosiul 
kepada Bupati melalui kepa!a SKPD terkait. 

Baglan Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 34 

1 Pengadaan barang dan jasa d~lam rangka bantuan sosial sebagaimana dirnaksud ualarn Pasal 3 
\ 

ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 

11) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati 
berdasarkan Peraturan Da-er;h tentang AF'BD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang 
tercanturn dalarn Keputusan Bupati sebagalmana dimaksud pad a < yat (1). 

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pernbayaran langsung (LS). 

f4) Bantuan sosial berupa uar.g dengan nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (Iima juta rupiah) 
penyalurannya rnelalul rekening penerima bantuan sosial. 

(5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sarnpai dengan Rp~).C:00.000,00 (lirna juta 
rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tarnbah Uang (TU). 

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilengkapl dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. 

Pasal 32 \Jw ~ 
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Dalam ha! hasil monitoring dan evaluasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat 
penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, 
penerirna hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (:L) disampaikan kepada 
Bupati dengan ternbusan kepada lnspektorat Kabupaten. 

Pasal 40 

BAB V 
MONITORING DAN EVALUASI 

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan soslal berupa barang sebagairnana dirnaks ud 
ayat (1) terc:antum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. 

(1) Re allsa s] bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintalrnn 
pada laporan reallsasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dararri 
penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten. 

Pasal 39 \jive.A.... 

(1) Reallsas: bantuan sosial dicanturnkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten dalam 
tahun ariggaran berkenaan. 

(2) Bantuan sosial perupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial 
sarnpai dengan 'akl1ir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan d alarn 
neraca. 

Pasa] 38 

(4) Pertanagungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat · (2) huruf c disimpan dan 
dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disarnpaikan 
kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 
clitentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

a. laporan per.ggunaan bantuan sosial oteh penerima bantuan sosial : 

b. s urat pernyataan tanggungjawab yang rnenyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima 
telah digunakan sesual dengan usulan ; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap clan sah sesuai peraturan oerundang-undangan bagi 
penerima bantuan sosial beruoa uang ::taJ :,.gli!"I:;" 'c~·J1"'; -,~-::: - ·c;' ~~::: '.°';:;·::~~ t::::~i 
penet irna oantuan sosial berupa barang. 

\ (1) Penerima bantuan sosial bertar.ggungjawab secara formal dan material atas penggunaan 
bantuan sosial yang diterimanya. 

:! 12) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: 
1:1 

Pasal 37 
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- - - - ..... - - - - - .... - - --- - - -- 

SERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2011 NOMOR ... ft. 

SEKRETARIS DAERA KABUPATEN 
OGAN KO NG ULU, 

Diundangkan di Baturaja 
pada tanggal ~ .lk-Sf r- 2011 

YULIUS NAWAWI 

Ditetapkan di Baturaja 
pada t gal ? ..0f:."'~r20l1 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnernerlutahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalarn Serita Daeral1 Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 43 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang hertentangan de.rgan 
Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagl, 

BAB VIII 
KETFNTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

: ' . 
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